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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil 

suatu kesimpulan yaitu sebagai berikut : 

1. Implementasi peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang Dana 

Desa yang bersumber dari APBN sudah diterapkan dengan baik oleh 

pemerintah Desa Plampang. Bentuk implementasinya yaitu pemerintah 

Desa dalam mengelola dan menetapkan Dana Desa selalu melibatkan 

unsur masyarakat, pemuka agama dan pemuda sehingga pemerintah Desa 

selalu memprioritaskan kebutuhan masyarakat Desa. Dalam hal 

pertanggung jawaban, pemerintah Desa Plampang selalu bekerjasama 

dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membuat Laporan 

Kerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) sehingga LKPJ tersebut ditanda 

tangani oleh kepala Desa dan ketua BPD Desa Plampang. 

2. Pemerintah Desa Plampang dalam menetapkan kebijakan Desa tentu 

dihadapkan oleh kendala-kendala atau faktor penghambat yang terjadi 

baik itu kendala di internal pemerintah Desa maupun eksternal 

pemerintah Desa. Kendala atau faktor penghambat tersebut yakni kendala 

dalam membuat rencana pembangunan Desa, pemerintah Desa Plampang 

sulit dalam mengambil keputusan dikarenakan banyaknya kebutuhan 

masyarakat, kendala dari persetujuan pemerintah daerah, kendala dalam 

pengelolaan belanja Desa dan kurangnya pembagian tugas antara 
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aparatur Desa dengan masyarakat Desa Plampang dalam hal 

pembangunan. 

5.2 Saran 

1. Kepada pemerintah Desa Plampang agar mensosialisasikan keberadaan 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan turunannya 

yakni Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa 

yang bersumber dari APBN kepada masyarakat Desa agar masyarakat 

Desa memahami serta bisa melakukan pengawasan terhadap kinerja 

pemerintah Desa. 

2. Kepada BPD diharapkan agar lebih responsif dalam mengontrol dan 

mengawasi kinerja aparatur Desa dikarenakan BPD mengemban amanah 

sebagai lembaga legislatif di tingkat Desa serta melakukan pelatihan-

pelatihan khusus kaitanya dengan tugas dan fungsinya sebagai pengawas 

dan pengontrol Desa. 

3. Kepada masyarakat Desa Plampang diharapkan agar lebih berpartisipasi 

atau melibatkan diri ketika ada kegiatan-kegiatan Desa dan selalu 

mengawasi serta memberikan masukan terhadap kebijakan-kebijakan 

yang dikeluatkan oleh pemerintah Desa. 

4. Kepada pemerintah daerah diharapkan untuk memberikan pelatihan-

pelatihan khusus kepada aparatur Desa terkait mengenai pengelolaan, 

pengadministrasian, dan penetapan Dana Desa sehingga pelaksanaan 

Dana Desa di setiap Desa yang ada di kabupaten Sumbawa dijalankan 

dan dikelolah secara baik oleh pemerintah Desa. 
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INSTRUMEN WAWANCARA 

1. Apakah pengelolaan Dana Desa sudah transparan dan bagaimana bukti 

transparannya ? 

2.  Bagaimana prosedur pembuatan RAB Desa dan APB Desa? 

3. Berapa Dana Desa tahun 2020 yang diberikan Pemerintah pusat kepada Desa 

Plampang? 

4. Bagaimana tahapan-tahapan pengalokasian Dana Desa dari Pemerintah Pusat  ke 

Pemerintah Desa Plampang? 

5. Menurut anda apakah pengelolaan Dana Desa di Desa Plampang ini sudah 

akuntabel? 

6. Bagaimana bentuk partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan 

Dana Desa di Desa Plampang Tahun 2020 ? 

7. Apakah masyarakat di Desa Plampang berpartisipasi dalam pengelolaan Dana 

Desa? 

8. Bagaimana prinsip pengelolaan Dana Desa dan bentuk Laporan Pertanggung 

Jawaban pemerintah Desa Plampang terkait Dana Desa? 

9. Apa saja faktor penghambat pengelolaan dan penerapan Dana Desa di Desa 

Plampang? 

10. Bagaimana implementasi PP No 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang 

bersumber dari APBN dalam penerapan Dana Desa di Desa Plampang? 

 



 

INSTRUMEN WAWANCARA DAN JAWABAN RESPONDEN 

NO PERTANYAAN JAWABAN RESPONDEN 

1. 

Apakah pengelolaan Dana 

Desa sudah transparan dan 

bagaimana bukti 

transparannya ? 

Responden : Kepala Desa Plampang 

Jawaban : “Alhamdulillah selama ini Dana 

Desa di Desa Plampang dikelola secara 

baik dan tepat sasaran dengan melibatkan 

beberapa unsur-unsur yakni unsur BPD, 

Kepala Dusun, Karang Taruna, Ketua RT 

dan Perwakilan dari masyarakat di Desa 

Plampang. Salah satu bukti transparan, 

kami memasang spanduk APBDes tahun 

2020 di depan kantor Desa Plampang”. 

Wawancara Tanggal 14 Januari 2021 

Responden : Ketua BPD Desa Plampang 

Jawaban : “Keterlibatan kami selaku BPD 

dalam penerapan dan pengelolaan Dana 

Desa di Desa Plampang yakni kami selalu 

melakukan  pengawasan dan monitoring 

terkait pengelolaan Dana Desa ini. Kami 

selaku BPD selalu terlibat dalam 

Musrembang Desa dengan perwakilan 

beberapa masyarakat Dusun di Desa 

Plampang. Kami sebagai BPD selalu 

berkerjasama dengan pemerintah Desa 

dalam penyusunan APBDes”. Wawancara 

Tanggal 15 Januari 2021 

2. 

Bagaimana prosedur 

pembuatan RAB Desa dan 

APB Desa ? 

Responden : Ketua BPD Desa Plampang 

yakni Bapak Abdul Jihad 

 

Jawaban : “Penyusunan APBDes Tahun 

2020 disusun oleh pemerintah Desa serta 

melibatkan BPD dan melibatkan kepala 

Dusun, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama dan 

perwakilan dari masyarakat. Penyusunan 

APBDes disusun melalui beberapa 

tahapan-tahapan yaitu melalui 

Musyawarah Dusun (MUSDus), 

Musyawarah Desa (MUSDes), 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

Desa (MUSREMBANGDes), Rencana 



 

Kerja Anggaran (RKA), Peraturan Desa 

Anggaran Pendapatan Belanja Desa 

(PERDes APBDes), Sosialisasi dan 

Pelaksanaan APBDes”. Wawancara 

Tanggal 15 Januari 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3. 

Berapa Dana Desa Tahun 

2020 yang diberikan 

Pemerintah Pusat kepada 

Desa Plampang ? 

Responden : Kepala Desa Plampang yakni 

Bapak Jufrianto 

Jawaban : “Pendapatan Desa Plampang 

Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 

1.551.484.700 dengan rinciannnya yakni 

ADD sebesar Rp. 586.157.000, Dana Desa 

sebesar 905.695.000, Pemindah Bukuan 

(PBK) sebesar Rp. 15.000.000, dan 

Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi 

(PBH) sebesar Rp. 44.632.700”. 

Wawancara Tanggal 16 Januari 2021 

4. 

Bagaimana tahapan -tahapan 

pengalokasian Dana Desa dari 

pemerintah pusat ke 

pemerintah Desa Plampang ? 

Responden : Kepala Desa Plampang yakni 

Bapak Jufrianto 

Jawaban : “Tahapan pengalokasian Dana 

Desa di Desa Plampang terlebih dahulu 

disalurkan di Daerah dengan melalui tiga 

tahapan. Tahap pertama sebesar 40% pada 

bulan Januari dan Juni, tahap kedua pada 

bulan Maret dan Agustus sebesar 40% dan 

tahap ketiga sebesar 20% pada bulan Juli 

dan Desember”. Wawancara Tanggal 16 

Januari 2021     

5. 

Menurut anda apakah 

pengelolaan Dana Desa di 

Desa Plampang sudah 

Akuntabel ? 

Responden : Kepala Desa Plampang 

Jawaban : “Kami selalu bertanggung 

jawab mengelola Dana Desa dengan 

bantuan masyarakat Desa Plampang dan 

tentu dalam pengawasan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD), kami 

selalu melibatkan masyarakat, tokoh 

agama, pemuda serta BPD dalam tahap-

tahap penyaluran Dana Desa sampai pada 

tingkat pelaksanaan Dana Desa 

Plampang”. Wawancara 16 Januari 2021 

6. 

Bagaimana bentuk partisipasi 

dan keterlibatan masyarakat 

dalam pengelolaan Dana Desa 

di Desa Plampang Tahun 

2020 ? 

Responden : Perwakilan Masyarakat Desa 

Plampang yakni Bapak Mastami Nuhin 

Jawaban : “Kami di Dusun Sejari tiap 

tahunnya selalu mengadakan musyawarah 



 

Dusun tentu dari instruksi bapak Kepala 

Desa, sehingga hasil musyawarah Dusun 

tersebut kami serahkan ke BPD untuk 

ditindaklanjuti oleh pemerintah Desa, saya 

secara pribadi selalu menghadiri 

Musrembang Desa dan hasil dari 

musyawarah Dusun yang sudah kami 

musyawarahkan sebelumnya dibahas 

kembali dalam Musrembang Desa. 

Kami masyarakat Desa Plampang 

khususnya Dusun Sejari selalu dilibatkan 

oleh Pemerintah Desa dalam hal 

pembangunan gedung serba serba guna, 

kami masyarakat bergotong-royong 

membangun gedung tersebut”. 

Wawancara tanggal 17 Januari 2021 

Responden : Ketua Karang Taruna Samba 

Kecamatan Plampang yakni bapak Bani 

Irwansyah 

Jawaban : “Keterlibatan kami selaku 

pemuda dalam Dana Desa, kami hanya 

membantu pemerintah Desa dalam 

menyukseskan program-program Desa, 

pemerintah Desa Plampang juga selalu 

terbuka dalam hal diskusi-diskusi dengan 

pemuda-pemuda yang ada disini”. 

Wawancara tanggal 19 Januari 2021 

Responden : Tokoh Agama yakni bapak 

H. A. Karim Saad 

Jawaban : “Selama ini pemerintah Desa 

selalu menerima nasehat-nasehat dari 

kami orang tua yang ada di Desa 

Plampang, saya sebagai orang tua selalu 

menginginkan kebijakan yang dikeluarkan 

oleh pemerintah Desa manfaatnya bisa 

dirasakan oleh seluruh masyarakat. 

Alhamdulillah, pemerintah Desa selalu 

peduli dengan marbut-marbut masjid dan 

para guru ngaji dengan cara memberikan 

gaji kepada marbut masjid dan 

menyumbangkan Al-Qur’an kepada guru-

guru ngaji di Desa Plampang”. 

Wawancara Tanggal 21 Januari 2021 



 

7. 

Apakah masyarakat di Desa 

Plampang berpartisipasi 

dalam pengelolaan Dana Desa 

? 

Responden : Kepala Desa Plampang 

Jawaban: “Alhamdulillah, selama ini 

masyarakat Desa Plampang selalu 

berpartisipasi dalam kegiatan yang dibuat 

oleh kami selaku pemerintah Desa, baik 

itu dalam kegiatan perencanaan anggaran 

Desa atau APBDes sampai pada kegiatan 

pelaksanaan APBDes tersebut seperti 

contoh dalam proses pembangunan 

gedung di Dusun Sejari serta kegiatan 

musyawarah yang diselenggarakan oleh 

Desa Plampang”. Wawancara Tanggal 16 

Januari 2021 

8. 

Bagaimana prinsip 

pengelolaan Dana Desa dan 

bentuk Laporan Pertanggung 

Jawaban pemerintah Desa 

Plampang terkait Dana Desa? 

Responden : Kepala Desa Plampang 

Jawaban : “Prinsip kami dalam 

pengelolaan Dana Desa yakni kami selalu 

terbuka kepada masyarakat apa adanya. 

Kami selalu melibatkan masyarakat dalam 

hal pembangunan yang ada di Desa 

Plampang dan Insyaallah, kami selalu 

mengutamakan masyarakat dalam hal 

mengambil kebijakan. Bentuk laporan 

pertanggung  jawaban yang kami lakukan 

yakni kami membuat Laporan Keterangan 

Pertanggung Jawaban  (LKPJ) Kepala 

Desa yang ditanda tangani oleh saya 

sendiri selaku Kepala Desa dan ditanda 

tangani juga oleh bapak Ketua BPD Desa 

Plampang. Didalam LKPJ tersebut 

terdapat besaran Dana Desa yang 

diperoleh oleh Desa Plampang dan juga 

terdapat program-program Desa yang 

terlaksana sesuai target maupun tidak 

terlaksana sesuai target maupun tidak 

terlaksana sesuai target dengan pemaparan 

kendala-kendala yang ada di dalamnya”. 

Wawancara Tanggal 16 Januari 2021 

9. 

Apa saja faktor penghambat 

pengelolaan dan penerapan 

Dana Desa di Desa Plampang 

? 

Responden : Kepala Desa Plampang 

Jawaban : 1. Kendala dalam membuat 

perencanaan dan pembangunan Desa 

melalui MUSREMBANG Desa yaitu : (a). 

Kurang optimalnya peran BPD dalam 

mensosialisasikan akan diadakannya 



 

MUSREMBANG Desa. (b). 2. Masalah 

sulitnya mengambil keputusan karena 

banyaknya kebutuhan masyarakat dan 

kelompok-kelompok masyarakat, yakni : 

(a). Dalam mengambil keputusan 

pemerintah Desa sering dihadapkan pada 

perbedaan pendapat antara kelompok 

masyarakat. (b). Sulitnya menentukan 

prioritas dalam pelaksanaan 

pembangunan. (c). Rendahnya 

pemahaman masyarakat dalam menyerap 

pengarahan yang disampaikan oleh 

pemerintah Desa. 

3. Kendala dari persetujuan pemerintah 

Daerah, yakni : (a). Pihak camat dan 

pemerintah Daerah sering merevisi 

program kegiatan yang diajukan oleh 

pihak Desa melalui APBDes. (b). 

Pemerintah Desa sering kewalahan dalam 

merombak APBDes. 

4. Kendala pengelolaan belanja Desa, 

yakni : (a). Harga di lapangan sering kali 

melebihi pagu anggaran. (b). Masih 

kurangnya pemahaman dalam 

mengadministrasi keuangan. (c). Belanja 

operasional yang sangat minim. 

(Wawancara Tanggal 18 Januari 2021) 

Responden : Ketua Karang Taruna Samba 

Kecamatan Plampang Bapak Bani 

Irwansyah 

Jawaban : “Menurut pemantauan saya, 

kendala dalam kegiatan pembangunan 

Desa yakni pemerintah Desa yang saya 

lihat kurang melakukan pembagian tugas 

antara aparatur Desa dengan masyarakat 

Desa Plampang. Selanjutnya, kepala Desa 

kurang melakukan pengawasan dalam 

kegiatan pembangunan dikarenakan jarang 

hadir di lokasi pembangunan seperti 

contoh, pembangunan gedung serba guna 

Dusun Sejari”. Wawancara Tanggal 19 

Januari 2021 



 

10. 

Bagaimana Implementasi PP. 

No. 8 Tahun 2016 tentang 

Dana Desa yang bersumber 

dari APBN dalam penerapan 

Dana Desa di Desa Plampang 

? 

Responden : Kepala Desa Plampang 

Jawaban : “Bagi saya selaku Kepala Desa 

Plampang, selama ini segala kebijakan 

tentang penerapan dan pengelolaan Dana 

Desa selalu berdasarkan peraturan 

pemerintah atau peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Negara 

Republik Indonesia seperti contoh 

Laporan Pertanggung Jawaban Kepala 

Desa. Kami melaporkannya secara baik 

dan transparan dan seluruh tahapan-

tahapannya kami lakukan sesuai prosedur 

dan perundang-undangan yang berlaku. 

Dan juga, kami selalu mematuhi peraturan 

yang berlaku di Indonesia baik itu 

peraturan perundang-undangan, peraturan 

pemerintah, peraturan daerah serta sampai 

pada peraturan Bupati kami selalu 

menjalankannya dengan sesuai prosedur”. 

Wawancara Tanggal 16 Januari 2021 

 



 

 

KEPALA DESA PLAMPANG 

 

Bapak Jufrianto selaku kepala Desa Plampang (wawancara tanggal 14 – 16 

Januari 2021) 

STAF DESA PLAMPANG 

 

Pengambilan data atau Dokumen Desa Plampang (Tanggal 16 Januari 2021) 

  



 

 

KETUA BPD DESA PLAMPANG 

 
Bapak Abdul Jihad selaku ketua BPD Desa Plampang (Wawancara tanggal 15 

Januari 2021) 

TOKOH PEMUDA DESA PLAMPANG 

 
Bani Irwansyah selaku Ketua Karang Taruna Kecamatan Plampang (wawancara 

Tgl 19 Januari 2021) 

  



 

 

TOKOH MASYARAKAT 

 
Bapak Mastami Nuhin selaku tokoh masyarakat Desa Plampang (Wawancara 

tanggal 17 Januari 2021) 

TOKOH AGAMA/PEMUKA AGAMA DESA PLAMPANG 

 

Bapak H. A. Karim Saad selaku pemuka agama Desa Plampang (wawancara 

tanggal 21 Januari 2021) 

  



 

 

KANTOR DESA PLAMPANG 

 

BALIHO APBDES DESA PLAMPANG TAHUN 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

STRUKTUR DESA PLAMPANG 

 

STRUKTUR BPD DESA PLAMPANG 

  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


